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Isi Abstrak     :
Pertahanan keamanan negara republik Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pertahanan keamanan negara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, yakni untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia untuk itu peran kementerian Pertahanan sebagai salah satu lembaga dibidang pertahanan negara sangat diperlukan sehingga terwujudlah pembentukan kader bela negara yang didasari Permenhan 32 tahun 2016 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara  bahwa pembinaan kesadaran bela negara merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Apa yang mendasari keluarnya Permenhan No.  32 tahun 2016 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara sehingga pentingnya pembentukan kader Bela Negara ?, 2) Bagaimana Kekuatan Hukum Lembaga lain  untuk melakukan Pendidikan Bela negara terhadap kadernya?. Penelitian ini menggunakan  jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum normatif yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Kesimpulan penelitian pembentukan kader bela negara dapat dilaksanakan diseluruh elemen masyarakat baik  instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dengan demikian pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dapat  semaksimal mungkin untuk membentuk  kader-kader Bela Negara diseluruh penjuru nusantara dan  setiap warga Negara tentunya memiliki kesadaran bela negara dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari maka secara kolektif akan memberi efek penggentar (detterence effect) bagi bangsa dan negara lain yang ingin mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia, sebagaimana yang diamatkan dalam eraturan menteri pertahanan No.  32 tahun 2016 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara.
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